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ABSTRACT
The results showed that the Plaintiffs filed suit based on marital seizure because of concerns about the abuse of joint property in divorce. Plaintiff does not combine with a lawsuit for divorce marital property / joint property in accordance with applicable laws in Indonesia based on the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 913 / K / Sip / 1982 dated May 21, 1983. While the reality is often the case, a lawsuit Divorce takes a very long time, starting from the first to the appeal. 
Lawsuit new division of joint property can be submitted after the divorce ruling permanent legal power. According to the UUP in the event of divorce between husband and wife has not become effective. Doubts in determining the applicable law in the field of joint property would have caused difficulties in its completion. Where the sub 4 said that about the marital property was not regulated in the PP 9 In 1975 therefore can not be treated effectively and naturally for the things that are still treated the provisions of law and the old law.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, maka perceraian tidak bisa lagi dilakukan dengan semaunya sendiri seperti banyak terjadi pada masa sebelumnya, melainkan harus dengan prosedur tertentu dan hanya boleh dilakukan kalau ada alasan yang dapat dibenarkan.
Adapun alasan-alasan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut apabila ditinjau dari segi tujuan perkawinan yaitu “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dari uraian diatas dapat dilihat bahwa apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi akan tercapai, maka sudah sewajarnya rumah tangga tersebut tidak bisa lagi dipertahankan.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat, yaitu untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan cerai gugat adalah di peruntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam dan bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah terkait masalah harta benda perkawinan khususnya terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut.

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37. Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa : Ayat (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 menyatakan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.”

Para pencari keadilan (justiabelen), tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan. Untuk menjamin hak-hak pencari keadilan tersebut maka hukum memberi jalan dengan hak baginya untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan. Dalam praktek dikenal ada 4 (empat) macam sita, yaitu :

1. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

2. Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag)

3. Sita Marital (Maritaal Beslag)

4. Sita Eksekusi (Executoir Beslag)
Apabila terjadi sengketa perceraian di Pengadilan untuk pembagian harta bersama perkawinan terdapat bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami istri yang disebut dengan sita marital.
Tujuan Maritaal Beslag sudah jelas, untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi, jika selama proses pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin hakim, semakin besar kemungkinan terancam keutuhan dan pemeliharaan harta perkawinan. Misalnya atas persetujuan hakim istri sudah terpisah tempat tinggalnya selama pemeriksaan perkara berlangsung, dan harta perkawinan semuanya dikuasai suami untuk menjual atau menggelapkan sebagian dari harta perkawinan (harta bersama) Undang-Undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan permohonan Maritaal Beslag.
Sita Marital merupakan bagian dari Sita Jaminan. Maka alasan meminta sita marital pun sama dengan alasan meminta sita jaminan, antara lain ada prasangkaan yang beralasan dan contohnya dalam gugatan perceraian, tergugat dianggap akan menggelapkan barang-barang sehingga hal itu akan merugikan penggugat.
Sita Marital merupakan bagian dari Sita Jaminan. Maka alasan meminta sita marital pun sama dengan alasan meminta sita jaminan, antara lain ada prasangkaan yang beralasan dan contohnya dalam gugatan perceraian, tergugat dianggap akan menggelapkan barang-barang sehingga hal itu akan merugikan penggugat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri?

2. Bagaimana penerapan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian suami istri?
C. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sehingga jenis penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis empiris dan yuridis normatif.

Penelitian yuris empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Yuridis normatif yaitu penelitian keputakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang menyangkut dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, yang terdiri dari :
1) RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63);

2) HIR;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang​Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

6) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum mengenai sita jaminan.

c. Bahan hukum tertier
Bahan hukum tertier merupakan bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia atau majalah yang berkaitan dengan sita jaminan.
3. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisa data kualitatif yaitu analisa data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisa secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.
II. KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian Harta Bersama

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan istilah “Harta Bersama” yaitu kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar harta bawaan, hadiah dan warisan. Maksudnya adalah harta di dapat atas usaha mereka atau sendiri selama ikatan dalam perkawinan. Oleh karena itu harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan, yakni harta yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami istri yang sah melalui akad, yang dapat dipergunakan oleh suami atau istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga.
Menurut M. Yahya Harahap, Harta Bersama adalah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hidup keluarga. Luas-luas harta bersama disamping penting untuk kedua belah pihak suami istri maka hal ini relevant untuk pihak ketiga sesuai dengan adanya ketentuan Pasal 35 ayat (2)  Undang-Undang Perkawinan, yakni :
1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama;
2. Jika harta itu dipelihara atau diusahai dan telah dialinamakan ke atas nama adik suami jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri;
3. Juga dalam putusan yang sama telah dirumuskan suatu kaedah bahwa adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut. Yang menjadi prinsip asal harta itu terbukti diperoleh selama perkawinan;
4. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan;
5. Barang termasuk harta bersama suami istri yaitu :
a. Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri;
b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai;
6. Mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami baik dua atau tiga istri maka penentuan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu :

a. Segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-​apa atas harta tersebut;

b. Oleh sebab itu harta bersama yang ada antara suami dengan istri kedua ialah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada diantara istri pertama dengan suami adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.

c. Atau jika kehidupan mereka terpisah dalam arti istri pertama dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri sendiri demikian juga istri kedua terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara istri pertama dengan suami dan demikian juga apa yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga istri kedua dengan suami. Apa yang diterangkan mengenai harta bersama dalam keadaan suami beristri lebih dari satu seperti yang dijelaskan di atas oleh UU Perkawinan telah diatur pada Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2), yang memberi kemungkinan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan diatas jika suami istri kemungkinan menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas jika suami istri membuat ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini seperti membuat perjanjian yang diatur dalam Pasal 29.
Pada awalnya, masalah harta bersama ini muncul karena adanya prinsip masing-masing suami dan istri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami istri, kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama. Oleh karena itu, harta keluarga dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu :

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri;

2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah;

3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan;

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.
B. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

UU Perkawinan, merupakan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Sebagaimana diketahui sebelumnya di terdapat pluralisme hukum perkawinan. Dalam Pasal 67 UU Perkawinan disebutkan bahwa:
Ayat (1) : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya, yang pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan di atur dengan peraturan pemerintah; 

Ayat (2) : Hal-hal dal am undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Dalam Pasal 67 ayat (1) UU Perkawinan digunakan istilah “berlaku secara efektif” dalam UU Perkawinan mengandung makna ketentuan-ketentuan UU Perkawinan yang memerlukan peraturan pelaksanaan dan sudah ada peraturan pelaksanaanya, maka ketentuan-ketentuan UU Perkawinan dalam keadaan mulai berlaku (dalam arti mulai dijalankan) dan menimbulkan akibat (hukum).
Ketentuan UU Perkawinan yang menyangkut Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, termasuk dalam ketentuan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan. Oleh karena sampai saat sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan UU Perkawinan tentang harta kekayaan perkawinan belum berlaku secara efektif.
C. Pengertian Sita Marital dan Tujuan Sita Marital
Sita Marital (Maritaal Beslag) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa atau dalam pengertian yang lainnya dapat diterjemahkan bahwa, sita marital adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan suami/istri) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.
Sita marital ini merupakan salah satu jenis dari sita jaminan (Conservatoir Beslag), sehingga pengaturannya berlaku sepenuhnya pada sita marital. Undang​Undang mengatur bahwa permohonan sita marital dapat dilakukan, bila diajukan oleh Penggugat selama pemeriksaan perkara berlangsung. Namun demikian, sebenarnya Penggugat dapat memohonkan dilakukannya sita marital secara langsung dalam surat gugatan.
Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di Pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh ditangan pihak ketiga.
Sita marital tidak meliputi harta pribadi, walaupun pengertian Maritaal Beslag meliputi seluruh harta kekayaan perkawinan (jadi termasuk harta pribadi dan harta kekayaan bersama), namun tujuan pokok sita marital ditujukan ke arah harta kekayaan bersama dalam perkawinan. Harta kekayaan bersama ini yang perlu diperlindungi keutuhannya selama proses perkara perceraian masih berlangsung. Terhadap harta kekayaan pribadi, sita marital tidak perlu memperlindungi keselamatan dan keutuhannya. Sepanjang mengenai harta pribadi, masing-masing pihak, berhak sepenuhnya untuk mengatur dan menyelamatkannya.

Jadi sita marital tidak meliputi harta pribadi masing-masing sepanjang harta pribadi itu tidak berada di tangan pihak Tergugat. Jika harta pribadi Penggugat berada di tangan Tergugat, sita marital dapat menjangkaunya. Misalnya istri mengajukan gugatan perceraian yang dibarengi dengan permohonan sita marital. Kebetulan sebagian harta bersama maupun harta pribadi istri (Penggugat) dikuasai oleh suami (Tergugat). Dalam kasus yang demikian, sita marital dengan sendirinya :
1. Meliputi harta bersama baik yang berada di tangan suami dan istri;

2. Serta sekaligus juga meliputi harta pribadi istri yang dikuasai suami; 

3. Tetapi tidak termasuk harta pribadi istri yang berada di bawah kekuasaannya.

Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat ataupun Tergugat, dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi .
Dengan demikian pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat. Sehubungan dengan itu titik berat penilaian yang harus di pertimbangkan Pengadilan atas permintaan sita marital adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian ini jangan terlampau dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tetapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 60/Pdt.G/2011/PA.Smd Tanggal 20 Juli 2011
Bahwa penggugat sebagai mantan istri mengugat suaminya atau disebut juga Tergugat ke Pengadilan Agama Samarinda, pada tanggal 9 Agustus 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 405/45/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 454/Pdt.G/PA/Tgr pada tanggal 25 Oktober 2010.

Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama walaupun Penggugat sudah berusaha menyelesaikan harta bersama tersebut secara kekeluargaan. Sehingga Penggugat khawatir akan hak Penggugat dihilangkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat kepada orang lain, untuk menjamin hak tersebut, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag).
Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 60/Pdt.zG/2011/PA.Smd Tanggal 20 Juli 2011 dalam pengajuan peletakkan sita marital dalam gugatannya di Penggugat yang diajukan bersamaan dengan gugatan pembagian atas harta bersama, dari putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 60/Pdt.zG/2011/PA.Smd ini. 
Berdasarkan adanya fakta tersebut diatas, diketahui bahwa gugatan Penggugat yang tidak menggabungkan antara gugatan cerai dengan gugatan harta benda perkawinan/harta bersama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini didasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913/K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983, dalam perkara Normaine Br. Purba melawan Jadenggan Simarmata, yang bunyinya sebagai berikut “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan”. Selain itu, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 L/Pdt/1986 tanggal 29 Desember 1987, disebutkan sebagai berikut “Pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”.
B. Hasil Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dalam Hal Terjadinya Perceraian Antara Suami Istri

Harta yang diperoleh sesudah perkawinan baik harta bawaan, hibah, hadiah atau perolehan karena warisan berada dibawah penguasaan masing-masing. Tetapi pasal 36 ayat (2) lain lagi bunyinya yaitu yang hanya menyebutkan harta bawaan saja, masing-masing suami dan istri yang mempunyai hak sepenuhnya dan untuk melakukan segala perbuatan hukum atas harta bendanya.

Maka atas dasar ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang kurang jelas mengenai hubungan kedua ketentuan diatas. Ketidakjelasan itu menyangkut harta benda yang diperoleh secara pribadi didalam perkawinan, seperti mendapatkan hibah, hadiah dan warisan. Sebab jika mengenai harta bawaan sudah tidak diragukan lagi yaitu masing-masing mempunyai hak mutlak yang penuh dan bebas bertindak berbuat apa saja terhadap harta bawaan itu, sepanjang perbuatan yang dibenarkan hukum. Tetapi bagaimana nasib harta milik pribadi yang lain tersebut (hadiah, hibah dan warisan). Karena ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) semua harta benda milik bawaan dan yang di peroleh masing-masing (hibah, hadiah dan warisan) berada dibawah penguasaan masing-masing.

Akan tetapi dalam Pasal 36 ayat (2) hanya harta bawaan saja yang dikuasai dan dimiliki sepenuhnya. Ini menjadi teka teki yang sulit dipecahkan. Sebab jika disebutkan hibah, hadiah dan warisan itu termasuk harta benda bersama juga tidak dapat karena sudah diatur secara terpisah pada Pasal 35 ayat (1) sedangkan hibah, hadiah dan warisan yang dikategorikan sebagai milik masing-masing yang berada dibawah penguasaan masing-masing seperti yang ditentukan pada ayat (2). 
Untuk itu pemecahan yang paling tepat sesuai latar belakang kesadaran berdasar hukum adat ketentuan tersebut harus ditafsirkan seperti :

a) Mengenai harta bawaan dan harta warisan yang diperoleh dalam perkawinan, terhadap kedua harta inilah yang dimaksudkan oleh Pasal 36 ayat (2), masing​masing berhak dan berkuasa penuh menurut hukum atas harta-harta tersebut;

b) Akan tetapi mengenai hibah dan hadiah atau atas hasil jerih payah masing-masing termasuk pada kategori Pasal 35 ayat (2), yaitu berada dibawah pengawasannya masing-masing, tetapi penguasannya tidak mutlak sepenuhnya seperti berlaku terhadap harta bawaan dan warisan. Jadi pengawasan ada ditangan pihak-pihak tapi bagaimana dan kemanfaatan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemiliknya.

Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan conflict of law karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.
Pembagian harta persatuan dilakukan dengan membagi harta tersebut menjadi dua bagian yang sama, suami mendapat satu bagian (1/2 harta persatuan) dan satu bagian yang lain untuk istri .
Jika suami melakukan tindakan-tindakan atas nama persatuan tersebut, maka tindakannya tidak sah lagi, dan karenanya hanya mengikat dirinya secara pribadi. Karenanya pembagian juga tidak dilakukan dengan membagi tiap-tiap satuan (harta) menjadi 2 (dua) bagian. Yang benar adalah masing-masing suami istri, dalam hal harta persatuan di bagi jadi tidak atau bukan sepanjang masih berlangsung mempunyai hak atas 1/2 (setengah) nilai harta tersebut, tanpa memandang dari siapa harta tersebut berasal. Perkecualiannya atas asas tersebut diatur dalam Pasal 129 KUHPerdata.
2. Ketentuan Hukum Positif Tentang Sita Marital Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Suami Istri

Sesuai hukum positip yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara suami dan istri. Apabila tidak dilakukannya perjanjian perkawinan mengenai pisah harta oleh pasangan suami istri yang dilakukan sebelum dan saat berlangsungya pernikahan. Berkaitan dengan hal tersebut yakni dimana kekuasaan suami atas harta bersama adalah sangat luas, maka hukum positip memberikan perlindungan hukum yang berupa peletakkan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan pihak suami melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya.Jadi penerapannya bertitik tolak dari adanya perkara antara suami istri. Seolah-olah jika terjadi perkara atau pembagian harta bersama, sita marital tidak berfungsi dan tidak dapat diterapkan dalam penegakkan hukum diantara suami istri.
Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di Pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh ditangan pihak ketiga.
Pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat. Sehubungan dengan itu titik berat penilaian yang harus di pertimbangkan Pengadilan atas permintaan sita marital adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian ini jangan terlampau dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tetapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.
Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan proses sita marital diatasnya. Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam pembagian harta bersama, sangat urgent meletakkan sita proses sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama.
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan menurut UUP dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri belum berlaku secara efektif. Keraguan dalam menetapkan aturan hukum yang berlaku dalam bidang harta bersama tentu akan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 1975, mengeluarkan Surat No.M.A/Pemb/0807/1975 tentang petunjuk-petunjuk M.A mengenai Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, di mana pada sub 4 dikatakan bahwa tentang harta benda dalam perkawinan ternyata tidak diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama. Serta pemecahan harta persatuan dalam perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang meliputi hutang persatuan dan kedudukan kreditur sebelum dan sesudah pemecahan harta persatuan.

2. Penerapan ketentuan hukum positip tentang sita marital dalam perkara pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena perceraian. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan harta bersama selama proses gugatan perceraian di Pengadilan oleh suami atau istri dapat diminta peletakkan gugatan sita marital. Gugatan sita marital dapat diajukan bersamaan dalam perkara perceraian melalui jalur gugatan rekonvensi atau dapat berdiri sendiri tanpa digantungkan pada perkara perceraian atau pembagian harta bersama. Penerapan pelaksanaan sita marital dalam UUP dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan secara jelas cara melaksanakan sita marital tersebut. Dalam praktek pelaksanannya, mempergunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal 823 sampai dengan 830 RV sedangkan dalam Pasal 186 KUHPerdata memberi hak kepada istri untuk mengajukan sita marital di luar gugatan perceraian berdasar gugatan pemisahan harta perkawinan.

B. Saran

1. Pengajuan gugatan sita marital yang berdiri sendiri tanpa adanya permintaan pembagian harta bersama, hal ini dianggap kurang efektif dan efisien karena seandainya gugatan perceraian dikabulkan, diperlukan lagi pengajuan gugatan baru untuk menuntut pembagian harta bersama, sebab jika gugatan perceraian yang diajukan suami dikabulkan dan semua harta bersama dikuasainya, suami akan berusaha menghindari pembagian harta bersama. Agar pembagian dapat terlaksana, istri harus mengajukan gugatan khusus menuntut pembagian. Jadi terpaksa ditempuh dua kali proses. Hal ini telah menyimpangi prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Meskipun terdapat UU Perkawinan, akan tetapi peraturan yang mengatur tentang sita marital terhadap harta bersama dalam perkara perceraian atau pembagian harta bersama hanya diatur dalam 1 pasal saja yaitu Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No 9 Tahun 1975, hal ini pun tidak menyebutkan secara jelas dengan kalimat sita marital, dan tidak pula mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan sita marital yang dikabulkan dalam perkara perceraian atau pembagian harta bersama. Maka perlu adanya ketentuan hukum acara perdata yang mengatur secara khusus tentang masalah sita marital yang selama ini berpedoman pada Reglemen acara perdata/RV (Reglement op de Rechtsvordering staatsblad 1847 No 52 jo 1849 No 63) yang masih dipergunakan dalam praktek.
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